RUANG KELOLA SUMBERDAYA ALAM YANG SEKTORAL:
Tantangan Implementasi Konsep Bioregion'

Hariadi Kartodihardjo

Dengan kondisi sumberdava alam yang telah rusak seperti saat ini, pilihan dan kesempatan
untuk mengalokasikan hak memanfaatkan sumberdaya alam sebagai alat neposiasi pihak-
pihak vang berkepentingan sebenarnva menjadi sangat terbatas bahkan tidak mungkm.
Sentralisasi menjadi desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam yang diartikan secara
sempit menjadi pengalihan kewenangan memberi ijin konses: juga mestinya semakin sulit
dijalankan. Karena menambah tingkat pemantaatan sumberdaya alam yang sccara cepat
berdampak buruk bagi lingkungan. hanva akan membangun Kinerja buruk bagi siapa saja
yang sedang menjadi pemimpin.

Hukum alam vyang sudah membatasi pilthan-pilihan manusia. semestinya bisa ditas
melalui kerjasama untuk menghasilkan pemanfaatan sumberdaya alam seadil dan seefisien
mungkin. Namun kenvataannya tidak demikian. Semangat dalam perdebatan kebijakan
pengelolaan sumberdaya alam untuk mencari jalan tereepat. terbaik, dan termungkin, untuk
mengatasi masalah. senantiasa dipotong oleh berbagai bentuk tembok-tembok  batasan
kewenangan.,  Salah  satu bentuk  kerugian  situasi vang  demikian  adalah  tidak
berkembangnya inovasi pemikiran untuk memecahkan masalah vang sebenarnva. Svmprom
kewenangan itulah vang akhirmva diangeap sebagai masalah pokoknva. Sampai-sampai
pasal yang dianggap paling penting dnri suntu peraturan adalah mengenai kewenangan
sinpa dan dalam hal apa. Bagaimana sebenarnyva akar masalah harus dipecahkan malah
tidak diperbincangkan secara sungguh-sungguh..

Karena masalah yang sebenarnya tidak pernah dipecahkan. maka persoalan senantiasa
terjadi. Belum pernah. sejaub ini. institusi vang sangat menentukan efektivitas pengelolaan
sumberdasva alam dianggap sebagai suatu masalah, Sisi gelap pengelolaan sumberdava
alam sungguh sangat membahayakan bagi daya dukung negars kepulauan  seperti

Indonesia. dan akan senantiasa menanggung beban semakin berat seperti kekurangan air

bersih. pencemanaran lingkungan. banjir. longsor, serta menurunnya produktivitas hasil
pertanian.,

SUMBERDAYA AGRARIA: Hak Private dan Hak Publik

Ditinjau dari wujudnmya secara fisik, sumberdasa alam dapat berupa tanah, air, udara
mineral dan encrgl. serta seluruh jenis tumbuhan dan binatang. termasuk vang berbentuk
mikro-organisme. Apabila dikaitkan dengan pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam
hagi kesejahteraan masyarakat. serta dalam pelaksanaannya berpegang pada tiga prinsip
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sekaligus vaitu kesejahteraan. keadilan. dan berkelanjutan. maka tinjauan atas sumberdaya

alam tersebut setidaknya dapat dilihat dart dua sisi.

Pertama, hubungan antar kelompok pelaku berkenaan dengan sumberdaya alam. dan
hubungan setiap kelompok pelaku dengan sumberdaya alnmn. Hubungan-hubungan terscbur
sebenarnya merupakan sifat penguasaan manusia serta pemanfaatan sumberdaya alam.
vang dicakup dalam pengertian agraria. Dengan demikian. pengertian agraria tidak terbatas
pada aspek fisik tanah dan sumberdava alam lainnva. melainkan termasuk di dalamnya
aspek-aspek penguasaan manusia dan pemantfaatan sumberdaya alam tersebut. Dalam hal
ini sejalan dengan pemikiran Wiradi (2001)".

Kedua. hubungan yang terjadi secara alami antar wujud sumberdaya alam mempunyai
manfaat untuk memelihara integritax masyarakat. habitat dan ckosistem biologis. serta
manfaal untuk menunjang proses ckologis vang penting seperti pembentukan zat hara. arus
dan penyerapan limbah, migrasi satwa, serapan dan atiran air. dll. Hubungan-hubungan ini
terjadi di dalam wilayah-wilayah yang sccara alami terbentuk. seperti wilayvah daerah aliran
sungai, wilavah hahilat satwa. wilasah pesisir clan pulau kecil. wilayah ckosistem lahan
basah. ckosistem lahan kering dan savana. dIl. yang masing-masing mempunyai kondisi
dan karakteristik tersendin { Kartodihardio. 2000).

Dalam pengelolaan  sumberdaya  alam,  pengetahuan mengenai  keterkaitan  dan
ketergantungan antar wujud sumberdava alam di dalam wilavah-wilayah tersebut sangat
penting. terutama untuk memperoleh informasi seherapa besar daya dukung sumberdaya
alam. scerta wilayah-wilayah mana vang perlu ditetapkan sebagai wilayah dengan tujuan
utama untuk konservasi maupun produksi. Mengingat dalam pengelolaan sumberday a alam
memerlukan biava dan sekaligus manfaat. maka hubungan antar kelompok pelaku sosial
vang antara lain ditentukan oleh hak-haknya terhadap sumberdaya alam. akan menentukan
“siapa mendapat apa”. Oleh karena ttu, apabila prinsip-prinsip kesejahteraan. headilan. dan
berkelanjutan diterapkan. pembaruan hak-hak terhadap sumberdayva alam menjadi syarat
utanta dalam pembaruan pengelolaan sumberdaya alam.

Sejalan dengan pelaksanaan pembaruan hak-hak terhadap sumberdaya alam. keterbatasan
dava dukung sumberdaya alam harus dipertimbangkan. Oleh karena itu dalam pengaturan-
ulang sistem pengelolaan sumberdaya alam. tidak terbatus pada redistribusi hak (hund!e of
rights). melainkan juga harus ditkuti oleh pengaturan macam hak vang dapat dimilihi ofeh
individu dan oleh publih. Misalnya. hak apa yang dapat diperoleh oleh pemihik lahan dan
hak apa yvang tetap dipegang oleh otoritas yang mewakili kepentingan umum. Misalnya.
petani-petani yang mempumai lahan di wilayah hulu sungai dengan kondisi tanah vang
miring hendaknya menanam tanaman keras. selain tanaman semusim. yang mempunyai
fungsi konservasi lahan, agar petani-petani yang mempunvai lahan di hilir terhindar dari
terjadinya banjir atau kekeringan.,

Dalam kaitan ini sistem insentif juga perlu disediakan bagi petani di hulu, Oleh karena itu
hubungan antar kelompoh masvarakat, infrastruktur ekonomi. serta mekanisme pelaksanaan
yang memungkinkan terjadinya proses pengambilan keputusan dan kesepakatan bersama
harus diberi ruang seluas-luasnya. Untuk wilavah vang lebth luas, dengan kebutuhan yvang

Adalah Keliru jika mengartikan agraria sebatas pertanian atau tanah pertanian. Agraria juga mencakup
pedusunan. bukit, dan wilavah. Istilah sumberdava alam. lingkungan. tata ruang. tercakup dalam lingkup
pengertian agraria ( Wiradi, 2001)



lebily  beragam.  seperti kebutuhan  mempertahankan  kehidupan  satwa langka.
keanckaragaman havati. ckosistem pulau kecil. dll, diperlukan wadah kerjasama  ang lebih

luas cakupannya. misalnya dalam wilayah bioregion’,

Flubungan individu atau masyvarakat dengan individu atau masyarakat lainnya yang
herkenaan dengan sumberdaya alam merupakan hasil evolusi sosial-budaya yang lama.
Dalam hubungan ini. realitas menunjukkan bahwa di lingkungan budaya Indonesia terdapat
tiga golongan besar bentuk hak kepemifikan, vaitu: hak milik. hak adat, hak pemanfaatan
dan hak kelola. Kawasan sumberdava alam. baik di dalam kawasan hak milik. hak adat. hak
pemanfaatan maupun hak kclola dapat berada pada kawasan sumberdaya alam yang
mempunyai fungsi pokek sebagai kawasan produksi‘budidava maupun kawasan lindung.
Dengan demikian pengelolaan sumberdaya alam harus diterapkan pada seluruh kawasan.
haik menurut kepemilikannya maupun menurut fungsinya. Dengan adanya ketegasan hak
kepemilikan, maka selain hak. kewajiban dan tanggung jawab menjadi jelas. juga membuka
peluang agar pengurusan dan pengelolaan sumberdayva alam dapat dilaksanakan secara
lebiti utuh  Apabila pengurusan dan pengelolaan sumberdava alam hanva menyangkut
kepemilikan tertentu, maka kepemilikan lainnya dapat terabaikan.

HAK SEBAGAI KUNCI

Kini  dari berbagai referensi dapac disimpulkan bahwa penetapan hak sccara tepat
(getting property rights” right) merupakan kunci sukses dari pengelolaan sumberdava alam.
Ketepatan hak yang dimaksud juga mencakup keselarasan antara hak dan kewenangan
lembaga lokal serta hak dan kewenangan pemerintah. Disamping itu. undang-undang dan
peraturan lainnya harus dapat dilaksanakan dengan biaya transaksi semurah mungkin.
Apabila tidak demikian maka masyvarakat akan menetapkan keputusan-keputusan vang
diambil di luar hukum vang berlaku. dan akan membuat kebijakan pengelolaan sumberdaya
alam sangat sulit bahkan tidak mungkin dijalankan.

Bentuk hak itu sendiri tidak dapat ditentukan begitu saja. karena dalam setiap wilayah
mempunyal kompleksitas sendiri-sendiri sehingga membuat hak vang tepat menjadi unik
Kompleksitas ckesistem maupun sistem sosial serta keterkaitan dan ketergantungan antar
jenis sumberdaya sangat penting untuk dipertimbangkan. Kualitas sumberdaya alam i
suatu tempat mungkin sangar tergantung oleh kebijakan dan pemanfaatan sumberdaya di
tempat tain. Ukuran-ukuran mengenai kondisi keanckaragaman havati. karakteristik jenis
tangh. maupun kondisi iklim mungkin hanya ringkasan kompleksitas ckosistem. ak
pemanfaatan sumberdaya alam vang telah ditepakkan sccara [okal dapat merupakan
ringkasan kompleksitax sistem sosial. Tehanan pasar, perkembangan teknologi. kebijakan
sektor dan perkembangan demograll mungkin hanya meringkas kondisi makro nasional
vang berpengaruh  terhadap  pengelolaan  sumberdaya alam. Seluruh aspek di - atas
berpengarub terhadup ketepatan bentuk hak dalam pengelelaan sumberdaya alam.,

Wilavah geografis yane memiliki hesamaan ciri iklim, tanah. flora, fauna asli dan pola interaksi manusia
dengan alam yang menggambarhan integritas sistem alam dan linekungan seita kondisi kesadaran untuk
hidup di wilayah tersebut. Bioregion memadukan ekosistem darat, pesisir dan laut. termasuk ekosistem
pulau kecil. dengan masy arakat dan kebudayaannya dalam honteks ruang.

Dalam hal ini. propern rights vang dimaksud bukan hanva hak vang bersumber dari peraturan
perundangan vang berlaku atau hukum posituf, tetapi juga hak yang ditetapkan bersama dalam suatu
Kolempok masvarakat tertentu seperti masy anakat adat atau masyarakat lokal lainnya



Alokasi hak dan kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam menentukan ujuan
stapa vang akan dipertimbangkan. pilihan manajemen seperti apa vang akan digunakan.
waktu dan lama pengelolaan dilakukan, penggunaan teknologl. serta jumlah modal yang
digunakan dalam pemanfaatan sumberdaya alnm tersebut. Dengan demikian manaiemen
pengelolaan sumberdaya alam menentukan keputusan siapa yang diuntungkan. waktu.
tujuan seria bentuk interaksi antar pihak vang dikehendaki. Dengan kata lain. keputusan
mengenal manajemen pengelolaan sumberdaya alam adalah memutuskan siapa yang akan
mendapat hak atas penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut: keputusan
mengenai manajemen pengelolaan sumberdaya alam adalab cermin motivasi apa vang
digunakan dalam pengelolaan sumberdava alam sejalan dengan (ujuan pelestarian dan
keadilan sostal vang ingin dicapai.

Hak sebenarnyd terdin dari hak-hak (hundie of rights) yang dapat diklasifikasikan dengan
berbagai cara tercantung lipe Keputusan manajemen pengelolaan sumberdaya alam vang
disertakan. keinginan dari pihak vang akan diuntungkan, scrita implikasi-implikasi vang
diterima oleh nilai-nilay kultural vang sedang berlangsung dalam masyvarakat. Scjumlah
bentuk hak dapat diklasifikasikan misalnya dalain bentuk hak untuk masuk. hak untuk
memanfaatkan, hak untuk memutuskan mengenai penggunaan sumberdava. hak untuk tidak
menyertakan pihak tertentu. hak untuk mengubah fungsi sumberdaya alam. Sejumlah hak
tersehut dalan dikelompokkan dengan berbagai caca. Individu, kelompok atau organisasi
mungkin hisa mendapat hak-hak tersebut secara keseluruhan sebagai bundle of rights. dan
dikatakan sebagat pemilih. Schlager dan Ostrom (1992) mengemukakan babwa dalam
pelaksanaannya. hak-hak dapat dijabarkan menjadi bentuk  access dan v ithdrawal.
management, exclusion dan alienation . yang kemudian dapat dibedakan hak-hak yang
scharusnya dipunyal oleh empat kelompok masyarakat vang mempunyai strata hak
pemilikan dari vang paling tinggi sampai yang paling rendah yaitu owner. proprictor,

claimant. dan autorized user. seperti disgjikan dalam Tabel 1.

Tabel | ITak-hak vang Terikat Berdasarkan Posisi Kelompok Masyarakat

_ _ - - S o —
\ . PEMILIK PEMILIK YG PENYEWA PENGG'UNA |
rata Hak (Owner) | TERIKAT | o2l | (avtorized |
G » _ (Proprietor) | o User) |
| Memasuki dan mernanfaatkan I
| (Access and Withdrawa) ol NN NN N |
I Menentukan bentuk pengelolaarn . ” X
(Management) ' ’
" Mcnentukan keikut-sertaan/me- ‘ X O ) X N o ‘ N
ngeluarkan pihak lain (Exclusion) ’
| Dapat memperjual-belikan hak- | X o ’ y . 0 i ‘
‘ hak di atas (Alienation) | L

Sumber: Schlager $an Ostrom (1992)
1), Dalam hal kawasan lindung management dan alicoation dipegany. oleh otoritas tertemu vang
mewakili kepentingan publik.

Access yaitu hak untuk memasuki suatu batas fisik sumberdava vang telah ditetaphan, sedangkan
withdrawal adaleb hak untuk memanfaatkan produk dart sumberdaya yang telah ditentukan. Vanagement
adalah bak untek mengawr pemanfaatan dan mengubah bentuk sumberdaya menjadi produk tertentu
Exclusion diartikan sebagai hak untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan akses dan bagaimana hak
tersebut dapat dialihkan. Sedangkan alienation diartikan sebagai hak untuk menjual atau menyewakan

salah satu atau lebih hak-hak sebelumnya



Selain pengelompokkan tersebut di atas, hak atas sumberdaya alam juga dapat dilihat dari
pencrapannya. Misalnva atas sumberdava tanah di arca tertentu dapat meliputi seluruh
barang yang dihasilkan dari dalam tanah maupun di atas permukaan tanah. Namun dapat
pula ditetapkan berlakunya hak tersebut hanya untuk sumberdaya di atas permukaan tanah.
Contoh lain dalam pengklasifikasian hak adalah dengan mendistribusikan hak kepada akror
vang berbeda di dalam pengelolaan sumberdaya alam yang sama. Misalnya. individu atau
kelompok tertentu dapat masuk dalam area sumberdaya tertentu (misalnva kawasan taman
buru) dan mengambil binatang buruan. namun pemerintah menetapkan jumlah maksimum
binatang vang beleh diburu, Demikian pula, dalam kasus Hak Pengusahaan Hutan, dimana
pemegang hnk hanya dapat memanfaatkan kavunyva saja. sedangkan jenis hasil hutan
lainnya. tidak diperbolehkan.

Hak-hak atas sumberdaya alam tersebut memiliki tiga tipe. vaitu:

1. Hak dan kewajiban yang dikenakan bagi semua pihak:

Hak dan kewajiban yang dikenakan hagi pemilik sumberdaya:

Moditikasi kedua hak diatas. dalam hal:

a. Pembatasan penggunaan lahan bagi pemiliknya. Misalnya ditetapkan berdasarkan
lindang-undang 'l ata Ruang;:

N

b, Pengaturan langsung terhadap penggunaan sumberdaya oleh semua pihak:
c. Pengaturan penggunaan teknologi vang dipakai dalam pengelolaan sumberdaya

alam.
['abel 2. Hak-hak versus Funsi Sumberdaya Alam
_ - , ~ Fungsi Sumberddyé_é
Strata Flak KAWASAN BUDIDAYA |  KAWASAN LINDUNG
PEMILIK | PEMILK YGTERIKAT
Mernasuki dan memanfaatkan X X
(Access and With_drgwal) B ) L
Menentukan bentuk pengelolaan X PUBLIC POLICY '
(Management) - B
Menentukan keikut-sertaan/me- X X
ngeluarkan pihak lain (Exclusion)
Dapat memperjuai-belikan hak- ’ N
| hak di atas (Alienation) X | PUBLIC_ PC_)LICY )

Sumber: Modifikasi dari \c|l-|zlj_TC-E' dan Ostrom (1992)
Diikat oleh kepentingan publik

I-Ink dan kewajiban atas sumberdaya alam. dengan demikian. tidak hansa dipunyai olch
pemiliknya, tetapi juga dipunyai oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap
fungsi sumberdayva  alam  (stakeholders).  Fanpa adanva hak  dan  kewajiban  bags
stakeholders akan meny ulitkan kedudukan hukum bagi stakeholders jika ada pelanggaran
dalam pengelolaan sumberday a atam oleh pemiliknya padabal dampak negant pengelolaan
sumberdava alam dapat mengenai seluruh masvarakat.

Stakeholders it sendiri terdiri dar) individu (private). kelompok (private collective).
maupun pemerintah (public state). Ketiga pihak ini berbeda dalam menetapkan tujuan.
rencana maupun tindakan yang dilukukan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh
mdividu akan sangat tergantung dari bhentuk hak serta biayva dan manfaal vang akan
diperolehnya.  Individu  cenderung  akan mengambil  tindakan  vang  paling



menguntungkannya. Tindakan kelompok menjadi bagian dan sangat ditentukan oleh adanya
fenomena aks bersama. meskipun secara agregat. tindakan kelompok sangat ditentukan
oleh hak dan manfaat serta biava yvang dihadapi. Pemerintah adalah stakcholder vang paling
penting karena, dengan kekuasaannyva, dapat mengubah hak dan menentukan besaran dan
distribusi biaya dan manfaat yang dihadapi oleh kedua pihak lainnya. 1)1 samping itu.
pemerintah biasanya juga sekaligus schagai penguasa, dalam tingkatan tertentu sebagal
pemilik. sumberdava alam. disamping juga schagai pihak vang mewakili Kepentingan-
kepentingan publik. Menjadi permasalahan tersendiri ketika pemilik sumberdaya ini yang
seiestinva sebagal subvek hukum dalam pengaturan sumberdava alam juga sebagai pihak
vang mengatur lentang pengelolaan sumberdaya alam tersebut,

Dalam pengelolaan sumberdaya alam. cfektivitas pencrapan aturan main yang ditetapkan
juga sangat tergantung dari ketersediaan informasi dan regristasi (misalnya berupa kadarter.
catatan penguasaan tanah, data yang dimiliki oleh pemerintah can pemerintah daerah,
bahkan olch ingatan yang dimiliki oleh orang-orang tertentu) vang akurat dan mendapat
legitimasi  masyarekat, Kceberadaan informast  dan  regristasi  tersebut bukan  hanva
memastikan siapa memiliki obvek apa. melainkan juga sebagai instrumen untuk
menegakkan hak-hak atas sumberdaya alam serta untuk memecahkan masalah-masalah
konflik hak yang mungkin terjadi. Secara vmum dapat dikatakan babwa keberadaan
informasi yang legitimate akan menurunkan biaya transaksi atas hak-hak penguasaan dan
pemanfaatan sumberdaya alam.

Dengan terjadinya perubahan pandangan terhadap fungsi sumberdaya alam. semakin
hanyvak dan tingginya Kepentingan atas fungsi sumberdava alam. serta banyak pula terjadi
pemanfaatan sumberdaya alam dengan tujuan-tujuan vang tidak sinkron satu sama lain.
akan terus menerus memberi tantangan  bagi perubahan hak atas sumberdaya alam.
Neyosiasi dan perdebatan hak atas sumberdaya alam dapat terjadi melalui proses-proses
politik. keputusan kolckiif. maupun melalui pengadilan. Tekanan politik akan terus-
mencius  mengubah  hak hak atas sumberdaya alam. Perdebatan dan konflik akihat
cksternalitas  pengelolaan sumberdaya alam akan menunjang terjadinya perubahan-
pertibahan tersebut. Kini. perubahan-perubahan tersebut banvak yang sudah ditampung ke
dalam  peraturan-perundangan  yang  disusun.  sehingga telah  ditetapkan  bagaimana
manajemen pengelolaan sumberdaya alam tertentu, bagaimana teknologi  digunakan,
bagaimana pihak-pihak vang hukan pemilik dilibatkan datam pengambilan keputusan.
diharapkan semua itu dapat meminimumkan konflik pemanfaatan sumberdasa alam.

PERBEDAAN ANTARA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SDA
Permasalahannya adalah pengelolaan sumberdaya alam merupakan hal vang sangat
kompleks. Luas dan ragamnya sumberdaya alam menyebabkan biava. tenaga. serta
prasarana dan sarana untuk dapat melakukan pemantauan, pengawasan. pengendalian.
perlindungan. rehabilitasi dan  pemanfaatan sumberdaya alam yang sangat besar.
Keanckaragaman  sumberdava alam  dan  ekosistemnya memerlukan  pengelolaan
sumberdaya alam yang jauh lebih rumit dibandingkan dengan kondisi dimana hanya satu
atau dua jenis komoditi sumberdaya alam yang ditangani.
Dengan adanya karakteristik yang melekat pada sumberdaya alam di atas. pengclolaan
kawasan produksi/budidaya. walaupun motivasi dan tjuan utamanva adalah  untuk
memperoleh manfaat ckonomi dan finansial secara langsung dari adanya pemantaatan
6



sumber dava alam. tidaklah akan layak secara ckonomi apabila kelestarian, fungst pokok.
dan ¢kosistemnva harus dijamin secara utuh. Hal terscbut terlebib lagi apabila fungsi sosial
juga menjadi tanggung jawab lembaga ekonomi yang tujuan utamanya untuk memperoleh
laba. Namun. akan berbeda halnya apabila yang diusahakan it terbatas pada komaoditi-
komoditi tertentu yang sudah tersedia pasar serta teknologi pemanfaatannva. Ofch karena
itu. perlu ditegaskan inti perbedaan antara pengelolaan kawasan sumberdaya alam dengan
usaha pemanfaatan sumberdaya alnm. sehingga dapat diidentifikasi lembaga vang sesuai
untuk masing-masing tugas (ersebut.

Dipandang dari sudut tujuannya. pengelolaan kawasan sumberdaya alam javh lebih Tuas
daripada usaha pemanfaatan sumberdayva alam. Secara umum dapat dinyatakan bahwa
tujuan pengelolaan kawasan sumberdayva alam adalah untuk memperoleh manfaat yang
optimal dipandang dari sudut ¢ckonomi, sosial dan lingkungan hidup secara simultan. Dalam
pandangan ini sumberday a alam harus dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan ekosistem.
bukan komoditi atau salah satu hasilnya saja. Mantaal optimal tersebut tidak tergantung
apakah kondisi pasar sedang baik atau sebaliknva. Oleh karena itu. pengelolaan kawasan
sumberdaya alam tetap harus dijalankan, tidak memandang apakah kondisi pasar sedang
haik atau tidak.

Scbaliknya. usaha pemanlaatan sumberdava alam tidak demikian halnyva.  Suatu usaha
harus tetap berlandaskan akan keuntungan atau laba. scbab kalau tidak begitu. bukan hanya
pelaku usaha yang bersangkutan akan merugi. tetapi secara Kescluruhan perckonomian juga
merugh. Oleh Karcena jtu. diperlukan dua bentuk lembaga yvang berbeda vaitu: (a). Lembaga
untuk melaksanakan pengelolaan kawasan sumberdaya alam vang lebih berorientasi pada
pencapaian  efektifitas  pelaksanaan  dengan memimmimalkan  pembiayaannya  dan (b,
Lembaga sebagai pelaku usaha pemantaatan sumberdaya alam vang lebih berorientasi pada
perolehan laba dan nilai tambah usahanya. Dengan demikian masing-masing [embaga
pelaku dapat mens umbangkan perannya sesua dengan fungsiny a masing-masing.

Untuk kawasan lindung jelas tujuan utamanya bukan untuk memperoleh manfaat ekonomi
sccara langsung. Manfaat dad kawasan-kKawasan tersehut adalah untuk meningkatkan
kemampuan ckosistem schagai penyangga sistem kehidupan, Namun demikian. kawasan-
kawasan dengan fungsi tersebul juga dapat berada dalam pengnasaan hak milik (ownership
rights). Oleh karena . peranserta masyarakat dalam menetapkan hak dan kewajiban
pengelolaan hak miliknyva menjadi hal yang harus diutamakan.

Atas dasar pemikiran di atas. pengelolaan sumberdaya alam perlu dipandang sebagai suatu
sistem yang bersangkut paut dengan sumberdaya alam. kawasan sumberdaya alam.
komoditi ang dihasilkannyva. manusia dan masyarakat serta pengurusannya. Manusia dan
masyarakat sebagai  sumber dinamiha perubahan perlu menjadi inti dalam  proses
pengelolaan sumberdaya alam. Manusia dan masyarakat perlu membangun pranata dan
institusi  serta organisasi/lembaga vang mampu mengatur atau mengendalikan  saling
hubungan antar manusia dan masyarakat terhadap sumberdaya alam. Pengaturan atau
pengendalian tersebut harus mampu mewujudkan perilaku para pihak yang terkait dengan
sumberday i alam scjalan dengan tuntutan keberadaan dan kelestarian fungsi sumberdaya
alam,



CACAT BAWAAN SEKTOR

Saat ini Rancangan ! Indang-undang (RUIL) Pertambangan Mineral dan Barubara sedang di
bahas di DPR-RI. Di waktu vang lain, akan dibahas pola RUU Sumberdava Agraria dan
RUL Sumberdayva Alam. Juga semestinva dibahas kembali Undang-undang (UL
Kelistrikan dan UL Minvak dan Gas Bumi. Sementara itu telah ada Ut Perikanan, Ul
Perkchunan. ULl Sumberdaya Air. UU Konservasi Sumberdaya Alam  Havai dan
Ekosistemnya, U’ Tata Ruang serta UL Kehutanan. Tiga 1" vang terakhir juga akan
direvisi.

Penetapan kerangka dasar tindakan negara  vang dapat difahami dari isi kesebelas UL dan
RUU vang berkaitan dengan sumberdaya alam di atas  agar hasilnya dapat mencapai
scbesar-besarnya kemakmuran  rakvat. implisit di - dalamy makna kemakmuran 1t
semestinya juga diperhatikan keberlanjutan fungsi sumberdava alam sebagai daya dukung
keludupan (/ife support system). Kerangka dasar tindakan negara tersebut. sejdlh ini. helum
menjamin perlindungan fungsi sumberdaya alam secara layak.

Setiap pembahasan RULUL tafsir hak menguasai negara ([TMN) senantiasa diperdebatkan
untuk menghasilkan penjabarannya sampai di tingkat yang lebih operasional. Namun
demikian. terlepas isi tafsir [TMN tersebut. sumberdaya alam yang juga punva _kekuasaan™
dan _hukum  alam™. masih luput digunakan schagai dasar tindakan nepara. karena
afsirnyapun belum pernah dijabarkan  Akibatnya sungguh sangat jelas, Negara telah
melanggar Jhukum alam™. Schingga daya-daya alam memberi hukuman melampaui rasa
keadilan buatan manusia.  Kaya-nmuiskin, menguasai-dikuasai. penimdas-tertindas,  dapat
lenvap seketika oleh malapetaka alam yang mencrpanya.

Dalam implementasinya. kesebelas UURLUU di atas. berada dalam ruang kelola yang sama.
Sementara itu, dalany setiap LU/RULL kalaupun ada. secara sendiri-sendiri memandatkan
ruang ketola, menetapkan batas yurisdiksi, membentuk badan atau lembaga (Tampiran ).
Dengan demikian, kebenaran hukum setiap UU dibatasi olch ruang kelolanva, Terdapat
Wilayah Pengelolaan Hutan, Wilayah Sungai untuk pengelolaan aiv. Wilavah Kerja untuk
pertambangun minvak dan gas bumi, Wilayah Usaha Pertambangan untuk mineral dan
batubara. wilayah perikanan. yang seluruhnva dapat terletak atau dipengaruhi oleh kualitas
daerah aliran sungat (DAS) vang suma. Sehingga scluruh kegiatan menghasilkan dampak
negatif kumulatif yvang dapat merusak dan mencemari lingkungan. tanpa dapat dikendalikan
olch masing-masing scktor. Karena setiap scktor mempunyai ukuran kinerja sendirvi-sendiri.
Dampak demikian int dapat menjadi pemyebab konflik sesial. yvang pada gilirannya menjadi
penghambat dicapainya kepastian usaha.

Dari berbagai referensi. tafsir sumberdaya alam melahirkan keterkaitan dan Ketergantungan
antar individu atau kelompok masyarakat  ang tinggal di wilayah vang sama maupun
berbeda bahkan berbeda negara. schingga suka atau tidak suka  mengharuskan
berlangsungnya aksi atau tindakan bersama (collective actions), Karakteristik sumberday a
alam bukan hanya mengulas sifat-sifat alam. melainkan juga menentukan dibatasinya hak si
A vang herakibat terhadap hak si I3, oleh sebab turunnya manfaat sumberdava alam vang
dikelola si B akibat pelaksanaan bak di A.

RBagaimana. misalnva. kKabupaten tertentu dapat mengembangkan potensi penkanannya,
ketika wilayvah perairannya digelontori oleh wwiling dari pertambangan di kabupaten
laimnya? Bagaimana dua kibupaten ataw lebih mclakukan tindakan bersama untuk
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menentukan batasan produksi mineral. batubara. minyak bumi. kayu. ar. ikan. maupun
membatasi konversi hutan untuk berbagai keperluan pembangunan, karena kabupaten-
kabupaten tersebut daya dukungnya berada dalam daerah aliran sungai (DAS) vang sama?
Apakah Balai dan Pengelola Wilayah Hutan, Dewan Sumberdaya Air. Badan Pelaksana
dan Badan Pengatur. Badan Pengawas. yang dibentuk oleh beberapa LU tdak perlu
bekerjasama, padahal menghadapi dava dukung sumberdaya nlam yang sama dan tidak
mungkin disekat-sekat? Oleh karena itu. karakteristik sumberdaya alam juga menentukan
inti persoalan hak don ijin vang telah dijabarkan dalam RUU Sumbcerdaya Agraria.

Dampak yang sudah terjadi. sceara nasional, akibat kuatnya sektoralisme pengelolaan
sumberdaya alam adalah berkembangnva ijin tanpa pengelolaan sumberdaya alam. Dengan
kata lain. mandat ncgara dijabarkan pemerintah (dacrah) sebatas ribuan ijin, tanpa ada
informasi daya dukung untuk mengendalikannva. Akibatnva. tidak pernah cukup hanya
mengandalkan teknologi untuk mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
karena investasi penghasil perusak dan pencemarnya sudah melampani dasa dukuny,
Penerapan sejumlah kewajiban bagi pemegang ijiti menjadi sia-sin, Dalam hal ini tidak
keltru apabila ada referensi vang menyebutkan bahwa pendekatan sektor adalah pendckatan
reduksionis vang mempunyai cacat bawaan.

Karena seluruh Undang-undang yang berkaitan dengan sumberdaya alam memegang ruang
kelola dan komoditi masing-masing. dan Undang-undang int sebagai landasan hukum
hekerjanya sektor-scktor. muka:

I. Tanpa ada U'ndang-undang Pepgelolaan Sumberdaya Alam (PSDA) yang dapat
memperkuat pengelolaan SDA. maka negara tidak akan dapat melakukan pengelolaan
SDA. sebaliknya  vang  berkembang  hanya usaha pemantfaatan SPDA  tanpa
mempertimbangkan dava dukungnva

2. Kinerja birokrasi yang menjadi instrumen pelaksanaan Undang-undang bukan hanva
ditentukan oleh kapasitas dan kemampuan personelnya. melainkan ditentukan oleh
adanya pembaruan institusi sehingga bentang alam. DAS. atau wilayah bioregion
tertentu menjadi kesatuan perencanaan dalam usaha pemanfaatan SDA

MENGAPA BIOREGION?

Pendekatan pembangunan selama ini cenderung mengutamakan kawasan  perkotaan
daripada perdesaan. sehingza kawasan perdesaan tertinggal jauh dam pembanguenan
perkotaan. Pendekatan pembangunan juga cenderung mengutamakan wilayah daratan
daripada lnutan, sehingga pembangunan kelautan sangat tertinggal clan cenderung menjadi
obyek penvelesaian masalah darat (misalnya sampah. limbah).

Pengelolaan SDA - terkotak-kotak dalam  wilayal administrast vang  kecil-keetl yang
seringkali febih sempit daripada chosistem serta menimbulkan konflik antar dacrah.
Padahal dava dukung SDA  per dacrah administatif tidak  mampu  mendukung
pembangunan dan kehidupan jangka panjang. schingga diperlukan kerjasama antar daerah
untuk mencapai kesejahteraan bersama dan keberlanjutan sistem penyangga kehidupan.
Begitu juea pendekatan pengelolaan SDA vang sekioral seperti pertanian. kehutanan.
pertambangan. industri dan kelautan, penvebab terjadinya perchbutan SDAL dan tumpang
tindih kebijakan di antara sektor-sektor tersebut.



Dari segi keadilan sosial. kebijakan-kebijakan yang ada bersifat atas-bawah (1op-dovwn) dan
tidak memperhatikan budava sctempat. Kebijakan pengelolaan SDA selama ini cenderung
bersifat sentralistik. elitis. paternalistik dan eksploitatif, sehingga menimbulkan kerusakan
SDA dan lingkungan hidup serta kesenjangan ekonomi dan sosial antar pusat dan dacrah,
antara kelompok masy arakat. antar sektor clan antar kawasan.

Terkotak-kotaknya wilayah ckosistem ke dalam wilayah administrast dan  sektoral
menyebabkan hanvak kelompok masvarakat setempat terganggu kehidupan ckonominya.
seperti masvarakat pemburu dan peramu, peladang berpindah dan nelavan tradisional: serta
tereanggu kebudayaannya seperti sistem pengetahuan, mata pencarian hidup. teknologi,
relipi. institusi dan norma-norma sosialnyva. Pendekatan pembangunan saat ini cenderung
seragam, semcentara kemajemukan sosial budaya menjadi kenvataan dalam kehidupan.,
sechingga pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan clan karakteristik lokal, Flal ini
menvebabkan pembangunan tidak efektif. tidak efisien dan boros. serta menimbulkan
banvak konflik sostal.

Penegakan hukum masih sangat lemah karena hukumnya wmpang tindih dan eksploitatir-
sektoral serta dibuat <alam sistem ?any sentralistik dan represif. Dalam sistem otonomi
dacrah sckarang. daerah membuoat peraturan dacvah (PERDA) sendiri yang bisa saling
hertentangan dengan perundang-undangan scktoral di atas. Karena perundang-undangan
scktoral tersebut tidak mengakomodasi kepentingan dacrah. Penegakan hukum tidak dapat
dilakukan karena perundang-undangan vung ada tidak mengakui keberagaman hukum adat
yang mengatur pengelolaan SDA setempat. sehingga masyarakat merasa tidak memjadi
hagian dari sistem hukum tcrsebut.

Menurut sistem hukum yvang berlaku sekarang, SIDA dikuasal oleh negara casu guo
pemerintah. Sistem i tidak membert ruang bagi penguasaan SDA oleh masyarukat. haik
secara individual maupun komunal. khususnya kepemilikan pada hutan alam. sumber daya
mineral dan kawasan perairan laut. {lal ini menyebabkan kontlik akibat klaim negara atas
penguasaan SDA oleh masyarakat secara individual maupun komunal. Keadaan ini
mengakibatkan ketidakjelasan pemegang mandat pengelolaan SDA menurut hukum negara.
sehaliknya masyarakat vang secara de facto mengelola SDA setempat tidak mempunyai
kekuatan  hukum  untuk  mencegah  cksploitast SDA  di - wilayahnya sendiri oleh
orang/kelompok orang di luar komunitasnva, Hal ini mengakibatkan terbukanya akses SDA
(erhadap cksplottasi v ang tidak terkendali oleh siapa pun (open access).

Basis dari konsep biorcgton adalah biogeograli. Biogeograli adalah tlmu yang mempelajari
pola distribusi tumbuhan dan hewan dengan mengeunakan pendekatan analisis spatial
terhadap distribusi organisme, Pada awalnva konsep biogeografi banyak mendapatkan
kritik karcna belum dapat membert jawaban atas pertanyaan tentang alasan mengapa
dinl atakan habwa tumbuhan tertentu hanya dapat hidup di suatu dacrah tertentu. Salah satu
hasil kajian yang bersifat fenomenal dengan menggunakan pendekatan konsep biogeografl
adalah ditemukannya garis Wallace di Indonesia bagian Tengah.

Konsep biogeograli jarang sekali meny entuh faktor-faktor lingkungan alam lainnya dalam
satu ckosistem dan faktor manusia  dengan aktivitasnya terhadap terjadinva pola distribusi
tumbuhan dan hewan tersebut. Hal mi kemudian dipandang sebagai satu kelemahan
mendasar  dari konsep brogeografi. Karena  itu. perkembangan selanjutnya
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biogeografi mulai menycntuh faktor-taktor ekosisterm dan kegiatan-kegiatan manusia untuk
memahami pola distribusi organisme mahluk hidup (tumbuhan dan hewan) dalam suatu
lingkungan geograli pada masa lalu dan pada saat inl. Bersamaan dengan perkembangan
tersebut kemudian muncul istilah baru yang dikenal sebagai konsep Bioregion.

Dengan demtkian, konsep bioregion merupakan Kajian deterministik  dari  gabungan
pengetahuan  tentang  klimatolopi,  tisiografi.,  hidrologi,  geografi  tumbuhan
(plantgeography). geografl hoewan (zoogeography), sejarah kejadian alam. dan beberapa
deskriptif' ilmu alam lainnya. termasuk manusia dan aktivitasnya serta kaitanma dengan
fak tor lingkungan alam lainny a sebagai suatu kesatuan ckosistem.

Jika dilihat dari dimensi waktu maka konscp bioregion juga dikembangkan sebagai dasar
untuk  menyusun perencanaan suatu daerah. D Amerika Utara misalmya. pemcerintah
Kanada dan Amerika Scrikat pada tahun 1996 telah mengeluarkan definisi Bioregion vang
diadaptasi dari The Bioregional Association of North Americas (BANA). Definisi bioregion
int mencakup @ (2) penemuan, pemahaman, restorasi dan pemeliharaan sistem alam fokal:
(b) pembangunan dan penerapan cara-cara praktis berkelanjutan  untuk  memenuhi
kKebutuhan dasar manusia: (¢) mendukung pembangunan budaya baru berdasarkan situasi
hakikal fenomena suatu daerah (hiogeography).

Dart defimisi di atas dapat diketahui bahwa paling tidak terdapat 2 perbedaan penting dari
konsep biorcgion dengan biogeoprati. vaitu @ (1) dimasukkannva dimensi waktu dalam
konscp bioregion, masa vang lalu dan waktu vang akan datang, sebagai unit analisis
mengkaji fenomena lingkangan di suatu wilayah: dan (2) dimasukkannya dimensi manusia
dan  kegiatannva  dalam  memenuhi kebutuhan  dasarmya  dalam  konsep  bioregion.
Scdangkan, kesamaan mendasar darl kedua konsep tersebut adalah digunakannya sudut
pandang ruang (spatial) untuk memahami fenomena lingkungan di suatu wilayah.

Dengan  demikian. secara praktis dalam  aplikasinya bahwa konsep  bioregion tetap
bertumpu pada hasil kajian biogeografi atau fenomena geograli. tetapi ditambah dengan
tataran kesadaran masyarakat mengenai suatu tempat (ruang) dan kesadaran bagaimana
mereka dapat melangsungkan kehidupannya di wilavah tersebut,

Dari pengertian di atas. dikatakan habwit penentuan garis batas entitar; suatu blogeourafi
vang paling tepat berdasarkan konsep bioregton pada akhirnya harus digambarkan dan
bahkan ditentukan oleh kognisi dan afektif masyarakat setempat terhadap lingkungan
alamnya. Kognist tersebut dipengaruhi oleh kondisi nvata vang ada di wilayah sctempat
sehagai nilai-nilai lingkungan (environmental value) yang ditertma  (perceived) dan
ditangeapi oleh masyarakat setempat. Karena itu, dalam aplikast konsep bioregion perlu
juga dikaji sikap-sikap atau afektil masy arakat setempat terhadap nilai-nilai lingkungannya.
schingga dapat diketahw scherapa jauh dan scherapa penting nilai-nitat tersebut dikaithan
dengan tingkat pemahaman terhadap resiko dan manfaat optimal suatu kondisi lingkungan
tertentu di wilayah lingkungannya. Cara berpikir dari individu atau kelompok masvarakat
atas sumber daya di lingkungannva, termasuk gambaran masa depannya. akan dapat
menunjukkan  gambaran  mengenai  pandangan  hidep (way of life) dari komunitas
masyarakat setempat. Cara berpikir seperti ini kemudian disebut sebagai paham atau
ideologi bioregionalisme (hioregionalism).

Ideologi bioregionalisme mencakup teori dan sistem terpadu yvang praktis dari berbagai
sektor kehidupan yang berorientasi pada konsep pembangunan berkelanjutan. Kunci dari



keberhasilan  implementasi  konsep  bioregion adalah  pemahaman tingkat nilai
bioregionalisme pada suatu komunitas masyarakat dan memikirkan bagaimana cara
meningkatkan kualitas pemahaman nilai-nilai bioregionalisme tersebut. Hal ini karena
setiap komunitas masyarakat memiliki resonansi yang unik terhadap lingkungannya.
Apabila pemahaman masyarakat terhadap bioregionalisme meningkat, maka akan tercipta
suatu kesadaran vang tinggi dan mendalam terhadap ruang dan lingkungan hidupnya.
Selanjutnya. kesadaran akan ruang dan lingkungan hidupnya akan menumbuh-kembangkan
kesadaran masyarakat setempat untuk memiliki (sense of belonging), mengkonservasi. dan
melindungi wilayah lingkungannya termasuk kehidupan sosial komunitas masyarakat
setempat.

Dengan demikian. bioregionalisme merupakan suatu mainstream yang mempromosikan
cara/pola yang mempertimbangkan ekologi dan sosial budaya untuk mencapai kehidupan
berkelanjutan. '

Sebagai suatu kesatuan wilayah ekosistem:

(1) Bioregion merupakan area geografis yang mempunyai karakteristik tanah. batas-batas
alam terhadap aliran air, iklim. dan flora tertentu:

(2) Bioregion mengkaitkan ckosistem, geografis masyarakat dan budaya untuk mendorong
ikatan sosial yang diharapkan dapat meningkatkan ikatan eko-budaya yang mengakar
pada suatu wilayah melebihi ikatan etnis dan birokrasi;

(3) Batas bioregion tidak dapat ditentukan dari ‘atas’ karena bioregion adalah konsep
ckologi dan budava yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di
wilayah tersebut.

Sebagai batasan ekosistem dan sosial-budaya, bioregion adalah suatu wilayah geografis

vang memiliki kesamaan ciri iklim. tanah. flora dan fauna asli (native). dan pola interaksi

manusia dengan alam yang salah satunya menghasilkan kearifan budava vang
menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan serta kondisi kesadaran untuk hidup

di wilayah tersebut. Bioregion memadukan ekosistem darat. pesisir. dan laut termasuk

ekosistem pulau kecil dengan masyarakat dan kebudayaannya dalam konteks ruang. untuk

keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Sebagai suatu pendekatan, bioregion merupakan:

I. Pendekatan bawah-atas (hortom wup) untuk mendapatkan keseimbangan di antara
kebutuhan hidup dan potensi sumber daya alam di dalam wilayah bioregion vang
ditentukan berdasarkan Kkriteria ekonomi, ekologi. dan sosial dengan mengutamakan
pemulihan dan pemeliharaan fungsi eksositem untuk mendukung kepentingan
masyarakat melalu :

a. Tanggungjawab atas kelestarian sumber daya alam:
b. Daya tarik budaya dan proses ekologi:

¢. Tujuan politis desentralisasi dan keseimbangan sosial.

[

Dari sudut keanckaragaman hayati bioregion merupakan pendekatan holistik dan tetap
mempertahankan kekhasan lokal (local specific) berdasarkan karakteristik, keunikan
ekosistem. dan budaya setempat.

Kebijakan pengelolaan sumber dava alam harus didahului dengan proses orientasi dan
identifikasi untuk mengenali karakteristik lokasi di mana pemangku utama tinggal. vang
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sangat berguna untuk mengidentifikasi potensi dan keterbatasannva, sehingga masyarakat
diharapkan bertindak bijak dan arif terhadap lingkungan alam. dan kebijakan pemerintah
dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih efektif karena mengakomodasi
keunikan dan karakter sosial-budaya masyarakat setempat.

Elemen bioregion yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah :

rJ

s

10.

FE:
12.

13.
14.
15
16.
17.

Kawasan Lindung yang terdiri dari berbagai ekosistem alam yang dilindungi
Daerah Aliran Sungai (DAS) vyang dikelola secara kesatuan yang utuh dari hulu hingga

oo

muara/batas kontinen, termasuk manusia yang hidup dan tinggal di dan sekitar DAS
Kawasan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk melindungi ekosistem-ekosistem kunci
Teluk

Kawasan Budidaya Kchutanan, Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan yang
dikelola untuk tujuan jangka panjang

Lahan terdegradasi yang direhabilitasi untuk berbagai penggunaan vang berorientasi
Jangka panjang

Pertambangan yang dikelola untuk efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, dengan
meminimalisasi dampak negatif dan memberikan manfaat bagi sektor lain

Ekosistem Pulau Kecil/Kelompok Pulau Kecil tak dihuni dan dikelola untuk kantong
keanekaragaman hayati

Institusi/Kelembagaan berbasis komunitas lokal yang mendukung upaya konservasi
keanekaragaman hayati

Ekosistem kota yang dikelola untuk mendukung pendanaan konservasi keanckaragaman
hayati

Industri

Manusia dan kebudayaannya (sistem pengetahuan. mata pencarian, teknologl, bahasa,
religi. struktur dan pranata sosial)

Sistem penguasaan sumber daya alam (kepemilikan dan akses)

Administrasi pemerintahan dan kebijakan

Sejarah komunitas

Mobilitas dan interaksi sosial

Variabel demografi.

Dengan pendekatan bioregion maka persoalan-persoalan pengelolaan sumber daya alam
dapat diatasi. karena dengan pendekatan bioregion berarti :

l.
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Mengurangi  dikotomi dan Kesenjangan perkotaan-perdesaan dalam  pembangunan
berkelanjutan

Menyatukan dan mensinkronkan kegiatan pembangunan di darat dan di laut
Mengintegrasikan komponen ekologi. ekonomi dan sosial dengan berbasis pada
masyarakat dan para pemangku kepentingan lokal. serta bersifat lintas daerah dan lintas
sektoral, schingga mendorong penyelesaian sengketa antar daerah, antar sektor, antar
pemangku kepentingan

Mendorong kerjasama antar dacrah dan memungkinkan adanya sistem insentif” dan
disinsentif antar daerah dalam pengelolaan SDA

Bersifat bottom up. lintas daerah dan lintas scktoral. sehingga kepentingan Kelompok
masyarakat rentan tersebut di atas dapat diakui dan diakomodasikan




6. Mengakui keberagaman itu dan sctiap pembangunan disesuaikan dengan karakteristik
lokal (ekosistem dan sosial budaya setempat)

7. Menggunakan pendekatan desentralisasi dan menjamin keadilan antar dan inter
generasi. kesetaraan gender serta membuka akses terhadap SDA yang lebih besar bagi
masyarakat lokal. memiliki sistem yang transparan dan bertanggung jawab
(accountability). dan menggunakan indikator pembangunan yang memasukan unsur
penyusutan SDA dan lingkungan hidup

8. Lintas daerah dan lintas sektoral yang mendorong penegakan hukum yang terpadu.
walaupun hukum dan sistem hukum yang ada masih lemah

9. Mengakui keberagaman sosial budaya, termasuk hukum adat. memberi ruang bagi
tumbuh dan berkembangnya hukum-hukum lokal yang lebih sesuai dengan sistem nilai
pengeloaan SDA setempat. sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
penegakan hukum.

10. Mengakui keberadaan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan SDA, schingga mandat
bisa diberikan olch negara kepada masyarakat setempat untuk mengelola SDA secara
berkelanjutan. Dengan demikian. masyarakal setempat mempunyai kekuatan hukum
untuk mengatur pengelolaan SDA dan mencegah eksploitasi yang berlebihan.

PENATAAN KELOLA SUMBERDAYA ALAM

Uraian di atas menunjukkan beberapa pokok masalah penataan ulang ruang kelola

sumberdaya alam. sebagai berikut:

1. Pembangunan dilaksanakan dengan cara fubis-habisan mengeksploitasi komoditas dari
SDA. Ini dilakukan karena tolok ukur Kinerja pembangunan - baik oleh sektor maupun
olech lembaga-lembaga pemerintah. seperti Perhutani. BKSDA -~ tidak memasukkan
stock SDA sebagai bagian di dalamnya;

2. Orientasi pemerintah dan pemerintah daerah [ebih kepada pengurusan perijinan

pemanfaatan SDA daripada pengelolaan SDA. Dengan demikian. masalah ruang kelola

sumberdaya agraria berada di luar jangkauan prioritas kegiatan pemerintah maupun
pemerintah daerah:

Peng-kotak-an  pembangunan menjadi  sektor dan  daerah tidak  memungkinkan

penguatan pengelolaan SDA berdasarkan satu kesatuan wilayah®. Lembaga pengelola

Dacerah Aliran Sungai (DAS). misalnva, tidak berfungsi untuk itu. karena tugas pokok

dan fungsinya lebih kearah pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Setiap Bapeda

menjalankan orientasi pembangunan di dalam lingkup dacrahnya masing-masing.
sementara itu pemerintah (pusat) lebih mengurusi ijin pemanfaatan SDA:

2

Meskipun banyak kata-kata yang sudah sering didengar seperti: tata ruang, sumberdaya
alam, DAS. daya dukung. namun schubungan dengan jtu belum ada implementasi kongkrit
di lapangan. Hal tersebut terjadi karena kelima kata-kata tersebut harus diimplementasikan
dalam kesatuan wilayah tertentu yang dapat melampaui wilayah administrasi. dapat
mencakup kawasan budidaya maupun kawasan lindung. juga dapat meliputi kawasan
perdesaan atau perkotaan, yangmana masing-masing terdapat pemegang otoritas sendiri-

. [ i 2 o 5 . _ X . *

Pengertian “ruang” dalam UL No 24/1992 mengenai Penataan Ruang sebagai wadah yang meliputi ruang
daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makluk fainnya
hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
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sendiri. Dengan demikian terdapat dua pokok soal dalam melakukan penataan ulang ruang
kelola sumberdaya agraria yaitu ketersediaan informasi mengapa tata ruang kelola
sumberdaya agraria dilakukan dan dilakukan seperti apa. Kedua. keberadaan lembaga’.
fungsi dan posisi lembaga tersebut terhadap lembaga-lembaga pemerintah vang telah ada
untuk melakukan penataan ulang ruang kelola sumberdaya agraria.

Prakondisi: Informasi dan Argumen

Untuk mendapat informasi dan argumen bagaimana sumberdaya alam dimanfaatkan,
dialokasikan, dan dikonservasi diperlukan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan
sumberdaya alam. Penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam dilakukan melalui
inventarisasi. penetapan kawasan. pengembangan kelembagaan, perencanaan. pendaya-
gunaan. perlindungan dan pelestarian, pengendalian dan pengawasan. serta pemantauan dan
evaluasi.

Untuk pertama kalinya. penetapan kawasan dan pengembangan institusinya ditetapkan oleh
Presiden untuk tujuh wilayah di Indonesia. Ketujuh wilayah tersebut yaitu Sumatera. Jawa.
Bali dan Nusa Tenggara. Kalimantan. Sulawesi, Maluku dan Papua'’. Lembaga Pengelola
Kawasan Sumber Daya Alam di tujuh wilayah tersebut menyelesaikan prakondisi
pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam untuk memastikan di satu sisi tidak terjadinya
konflik pemanfaatan sumberdaya alam. dan di sisi lain dapat digunakannya daya dukung
dan dayva tampung sebagai pengendali pemanfaatan sumberdaya alam. Prakondisi tersebut
berupa organisasi. data, informasi. peta. rencana. maupun rancang bangun pengelolaan
sumberdaya alam. Lembaga tersebut juga mempunyai tugas untuk mendorong terbentuknya
Sub Pengelolaan Kawasan Sumberdaya Alam. Sub Pengelolaan ini dapat dibentuk
pemerintah daerah dan atau masyarakat secara sukarela.

Kedua lembaga di atas. diharapkan mempuyai informasi untuk menetapkan potensi dan
lokasi sumberdaya alam, pencadangan dan pemanfaatan sumberdaya alam. daya dukung
dan daya tampung sumberdaya alam, kepastian hak-hak atas sumberdaya alam. serta
prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik pengelolaan sumberdaya alam. Informasi
tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan revisi tata ruang baik dalam skala kabupaten.
propinsi. maupun nasional. Dengan demikian. kedua lembaga di atas lebih merupakan
organisasi berbasis pengetahuan (knowlfedge based organizations).

Peran dan fungsi pemerintah maupun pemerintah dacrah tetap bertumpu pada peraturan-
perundangan yang berlaku. terutama berperan dalam pemberian dan penetapan perijinan
pemanfaatan sumberdaya alam. Hanya saja penctapan perijinan tersebut  wajib
memperhatikan perencanaan vang telah dibuat oleh Badan Pengelola Kawasan Sumber
Daya Alam atau Sub Badan Pengelola Kawsan Sumber Daya Alam. Untuk menghindari
keterlanjuran penetapan perijinan pemanfaatan sumberdaya alam yang melampuai daya
dukung maupun terdapat sengketa hak yang belum terselesaikan. instansi yang berwenang
dilarang menetapkan perijinan  pemanfaatan sumber daya alam. sebelum rencana
pengelolaan sumberdaya alam ditetapkan.

? Berdasarkan draft RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA) tertanggal 15 Maret 2006.
" Berdasarkan draft RUU Pengelolaan Sumberdaya Alam (PSDA) tertanggal 15 Maret 2006.




Organisasi Pengelola Kawasan SDA

Pengelolaan kawasan sumberdaya alam merupakan proses pembinaan sumberdaya alam
sebelum komoditasnya. baik berupa benda hayati, benda nonhayati atau jasa diperoleh.
Artinya. pengelolaan sumberdaya alam berurusan dengan sumberdaya alam baik sebagai
kekayaan, sumberdaya maupun potensinya. Oleh karena itu, hasil dari suatu pengelolaan
kawasan sumberdaya alam adalah terpeliharanya atau bahkan meningkatnya Kapasitas.
produktivitas dan kualitas sumberdaya alam. potensi atau kekayaan sumberdaya alam.
Kapasitas, produktivitas dan kualitas sumberdaya alam ini merupakan modal bagi
berlangsungnya aliran manfaat sumberdaya alam sesuai dengan fungsi pokoknya secara
berkelanjutan.  Mengingat upaya mempertahankan atau meningkatkan kapasitas.
produktivitas dan kualitas sumberdaya alam ini merupakan Kegiatan jangka panjang dan
sebagian besar wujud manfaatnya bersifat publik serta terdapatnya unsur-unsur sumberdaya
alam yang memerlukan biaya pengelolaan yang tinggi, maka upaya ini tidak sejalan dengan
kondisi yang diperlukan untuk menarik dunia usaha melakukan investasi di bidang ini.

Di pihak lain, institusi pemerintah pun kurang sesuai untuk menjalankan aktifitas yang
langsung secara fisik berurusan dengan kegiatan riil pengelolaan kawasan sumberdaya
alam. Selain akan memperbesar dan makin membuat kompleks intitusi pemerintahan.
penanganan langsung juga kurang sejalan dengan semangat debirokratisasi. Oleh karena
itu, apabila institusi ekonomi murni yaitu dunia usaha dengan motivasi utamanya mencari
keuntungan tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kawasan sumberdaya alam. maka
jalan tengahnya adalah pengelolaan kawasan sumberdaya alam dilaksanakan oleh lembaga
negara non eselon.

Dengan terselenggaranya pengelolaan kawasan sumberdaya alam yang profesional dan
bertanggungjawab. maka peluang usaha bukan hanya terbuka semakin lebar, tetapi juga
akan lebih terjamin keberlanjutannya. Obyek usaha sumberdaya alam adalah seluruh hasil,
baik benda hayati, nonhayati. maupun jasa, yang berasal dari sumberdaya alam. Ragam
komoditas dan ruang lingkup usaha tersebut dikondisikan oleh pengelolaan kawasan
sumberdaya alam yang dilaksanakan Lembaga Pengelola Kawasan maupun Lembaga
Pengelola Sub Kawasan. Dunia usaha. baik koperasi. usaha kecil, menengah dan usaha
tradisional serta usaha berskala besar dibuka kesempatan sebesar-besarnya untuk
berpartisipasi. Usaha yang dimaksud merupakan suatu sistem usaha produksi, usaha jasa.
usaha pemasaran. usaha industri, maupun usaha-usaha pendukungnya.
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